
57 
 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, rehabilitasi anak di lembaga pemasyarakatan berdasarkan hak-

hak anak belum diberikan sepenuhnya. Narapidana anak yang menjalani 

rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman seperti yang diatur 

didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 

Pemasyarakatan telah diberikan haknya selama menjalani proses pidana 

kecuali,Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. Hal ini disebabkan karena belum ada Lembaga Pemasyarakatan Khusus 

Anak di Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian,Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman 

memberikan solusi waktu kunjung keluarga yang lebih banyak kepada 

narapidanaanak, sebagai pemenuhan dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan 

pembinaan secara psikis, guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa 

pertumbuhan dan perkembangannya.Dengan demikian maka, rehabilitasi anak 

yang menjalani proses pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman 

dapat menggangu psikis anak dalam proses perkembangannya karena tidak 

ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. 
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B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan maka penulis memaparkan 

saran sebaiknya pemerintah membentuk lembaga pemasyarakatan khusus anak 

sehingga narapidana yang menjalani proses pidana tidak ditempatkan dilembaga 

pemasyarakatan dewasa. Apabila terdapat keterbatasan dalam pengadaan lembaga 

pemasyarakatan khusus anak maka penulis menyarankan sebaiknya dilakukan 

pemisahan sel anatara narapidana anak dengan narapidana dewasa.Penulis 

menyarankan dilakukan sosialisasi bagi para petugas lembaga pemasyarakatan 

agar melalukan pemisahan terhadap narapidana anak dengan narapidana 

dewasa.Dengan demikian hak-hak anak yang sedang menjalani proses rehabilitasi 

dapat dipenuhi. 

 

 



 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Barda Nawawi Arief, 1988, Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan 
dan Pengembangan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, 
Bandung. 

 
Bunadi Hidayat, 2010, Pemidanaan Anak Dibawah Umur, PT. Alumni, 

Bandung. 
 
Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung. 
 
Endang Sumiarni, 2003, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam 

Hukum Pidana, Andi Offset, Yogyakarta. 
 
Maidin Gultom, 2008, Perlimdungan Hukum Terhadap Anak Dalam 

Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, PT. Refika Aditama, 
Bandung. 

 
Pusat Bahasa DEPDIKNAS, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia ketiga, 

Balai Pustaka, Jakarta. 
 
Togat, 2001, Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana 

Indonesia, Djambatan, Jakarta. 
 

 
 
 
Website 

 
http://www.ojimori/2011/04/19/pengertian-jenis-dan-fungsi-lembaga-

kemasyarakatan/, Senin, 3-Oktober-2011, 12.28 
 
 

Peraturan Perundang-undangan 
 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil 
amandemen  bab IX Pasal 28 b. 

 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 
Pasal 1 ayat (1), Pasal 17 ayat (1). 

 

 

 



 
 
 

 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, 
Pasal 1, Pasal 60. 

 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, 
Pasal 1 angka 1, angka 3. 

 
 
 
 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, 
bab X, Pasal 47 ayat (1). 

 
 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang 

Pengesahan Convention On The Rights Of The Child 1989, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57 
tentang Hak-Hak Anak. 

 

 

 



 
 
 

LAMPIRAN 

 

 



 

 



 

 



 

 


